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ABSTRAK

Praktik kedokteran tanpa izin merupakan pelanggaran serius dalam bidang kedokteran yang dapat dikenai sanksi berat
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntu
Umum serta mengevaluasi sejauh mana pedoman penuntutan diterapkan dalam kasus yang bersangkutan. Rumusan
masalah mencakup apa yang menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap praktik
kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik klinik kecantikan pada perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/Pn.Pdg dan
bagaimana pencrapan pedoman penuntutan terhadap praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik klinik
kecantikan pada perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/Pn.Pdg. Analisis dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan
peraturan yang relevan, doktrin, serta penerapan hukum pidana dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui studi atas Putusan Pengadilan Negeri Padang]
Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dan wawancara dengan jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dasar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilandaskan pada Pasal 78 jo
Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran serta Pasal 83 jo Pasal 64 Undang-Undang Tenaga Keschatan,
Unsur tindak pidana telah terbukti secara sah, namun analisis penulis menunjukkan adanya kelemahan karena tuntutan
Icbih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik tanpa memberikan penekanan yang cukup pada aspek perlindungan
nasyarakat dari risiko praktik kedokteran tanpa izin. Penerapan Pedoman Penuntutan Kejaksaan Agung Nomor 24 Tahun
021 memperlihatkan pemenuhan asas kepastian hukum, tetapi asas keadilan dan kemanfaatan belum tercermin secaral
optimal. Hal ini terlihat dari ringannya tuntutan yang diajukan, yakni hanya berupa pidana denda sebesar Rp10.000.000
dengan ancaman kurungan satu bulan sebagai subsider, yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal
yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini memberikan saran dalam penyusunan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum
harus memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan,
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ABSTRACT

Practicing medicine without a license is a serious violation in the medical field that can be subject to severe sanctions.
This study aims to identify and analyze the legal basis used by the Public Prosecutor and evaluate the extent to which the
prosecution guidelines were applied in the case in question. The formulation of the problem includes what is the basis for
the public prosecutor's demands in prosecuting unlicensed medical practices carried out by the owner of a beauty clini
in case Number 598/Pid.sus/2022/Pn.Pdg and how to apply the prosecution guidelines for unlicensed medical practice:
carried out by the owner of a beauty clinic in case Number 598/Pid sus/2022/Pn.Pdg. The analysis was carrled out
reviewing relevant laws and regulations, doctrines, and the application of criminal law in practice. The research metho
wsed in this study is normative juridical with a case approach through a study of the Padang District Court Decision
Number 598/Pid Sus/2022/PN.Pdg and interviews with the public prosecutor who handled the case. The results of the
study indicate that the basis for the demands submitted by the Public Prosecutor is based on Article 78 in conjunction
with Article 73 Paragraph (2) of the Medical Practice Law and Article 83 in conjunction with Article 64 of the Health
Workers Law. The elements of the crime have been legally proven, but the author's analysis reveals weaknesses because
vhe prosecution places greater emphasis on fulfilling the elements of the offense without adequately emphasizing the
aspect of protecting the public from the risks of unlicensed medical practice. The application of the Attorney General's|
Prosecution Guidelines Number 24 of 2021 demonstrates the fulfillment of the principle of legal certainty, but the
principles of justice and expediency have not been optimally reflected. This is evident in the lenient charges filed, which
are only a fine af IDR 10,000,000 with a subsidiary sentence of one month's imprisonment, which is far less severe than
the maximum penalty stipulated in the law. This study provides recommendations for drafting the charges: the Publid
Prosecutor must ensure that every legal consideration reflects a balance between the principles of legal certainty, justice,
and expediency
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